
 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 44  TAHUN 2018 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V angka 22 Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017             

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa program dan 

kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark,                       

DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam 

rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK 

Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 

Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana 

Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang 

bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia 

dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului 

penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: 

a) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan 

DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA 

apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD; 
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b) Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana 

transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan 

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya 

sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah 

setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 

penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan 

dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan 

bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek 

belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, 

pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah, dan pergeseran 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah 

tentang perubahan APBD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota  tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3858); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007                    

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4700); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005                            

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005                          

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005                          

tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

\  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011                  

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5219); 
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  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014                           

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5533); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

  27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009               

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus                

di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah; 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

  35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005                 

tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

  36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008                

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1               

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5); 

  37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008                   

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4                     

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah                       

Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2014 Nomor 4); 
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  38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok Kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3); 

  39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 

Nomor 21); 

  40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017         

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                           

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Depok          

Tahun 2017 Nomor 20); 

  41. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah          

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38            

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun            

Anggaran 2018; 

   

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018. 
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  Pasal 1 

  1. Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp2.437.323.165.783,54 

bertambah sebesar Rp392.836.841.590,00 menjadi sebesar 

Rp2.830.160.007.373,54, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar 

Rp1.020.881.182.802,50 tidak mengalami perubahan; 

b. Dana Perimbangan yang semula sebesar Rp979.197.187.000,00 

bertambah sebesar Rp220.423.067.200,00 menjadi sebesar 

Rp1.199.620.254.200,00; 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula sebesar 

Rp437.244.795.981,04 bertambah sebesar Rp172.413.774.390,00 

menjadi sebesar Rp609.658.570.371,04. 

  2. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp2.869.793.174.506,14 

bertambah sebesar Rp392.836.841.590,00 menjadi sebesar 

Rp3.262.630.016.096,14, dengan rincian perubahan sebagai 

berikut: 

a. Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar 

Rp1.114.981.682.182,14 bertambah sebesar Rp.157.782.560.000,00 

menjadi sebesar Rp1.272.764.242.182,14, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp881.186.797.456,00 

bertambah sebesar Rp139.510.760.000,00 menjadi sebesar 

Rp1.020.697.557.456,00; 

2) Belanja Hibah yang semula sebesar Rp66.033.367.000,00 

bertambah sebesar Rp18.271.800.000,00 menjadi sebesar 

Rp84.305.167.000,00; 

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 

Rp56.579.010.900,00 tidak mengalami perubahan ; 

4) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar 

Rp870.816.804,00 tidak mengalami perubahan; 

5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 

Rp110.311.690.022,14 tidak mengalami perubahan. 
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b. Belanja Langsung yang semula sebesar Rp1.754.811.492.324,00 

bertambah sebesar Rp235.054.281.590,00 menjadi sebesar 

Rp1.989.865.773.914,00, dengan rincian perubahan sebagai 

berikut: 

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp358.941.088.327,00 

bertambah sebesar Rp28.456.914.000,00 menjadi sebesar 

Rp387.398.002.327,00; 

2) Belanja Barang dan Jasa yang semula                                      

sebesar Rp609.598.705.587,00 bertambah sebesar 

Rp120.396.376.800,00 menjadi sebesar Rp729.995.082.387,00; 

3) Belanja Modal yang semula sebesar Rp786.271.698.410,00 

bertambah sebesar Rp.86.200.990.790,00 menjadi sebesar 

Rp872.472.689.200,00. 

  3. Surplus/(Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi Jumlah 

Belanja Belanja Daerah semula sebesar (Rp432.470.008.722,60) 

tidak mengalami perubahan; 

  4. Pembiayaan yang semula sebesar Rp561.106.661.651,70 tidak 

mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar 

Rp561.106.661.651,70 tidak mengalami perubahan; 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 

Rp128.636.652.929,10 tidak mengalami perubahan. 

  5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang 

semula sebesar Rp0 tidak mengalami perubahan; 

   

  Pasal 2 

  Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3,              

dan  angka 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan           

Wali Kota ini. 

   

  Pasal 3 

  Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran pergeseran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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  Pasal 4 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah          

Kota Depok. 

                                           Ditetapkan di Depok 

                                                                                       pada tanggal 18 Juli 2018 

                             WALI KOTA DEPOK,  

 

                             TTD 

 

                             K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok    

pada tanggal 18 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

     TTD 

 

HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 44 


